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ABSTRACT 

The aim of this research is to analyze the quality of service in making Unable Certificates 

(SKTM) for the Social Assistance Program in Bulakan Sub-District, Sukoharjo Subdistrict. 

This research uses Zeithaml's theory which consists of the dimensions of Tangible, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, and Empathy, GAP Model, and Importance Performance Analysis 

(IPA). This type of research uses a quantitative approach with descriptive research type. The 

population of this study was all visitors to Bulakan Sub-District, Sukoharjo Subdistrict using a 

purposive sampling technique of 96 respondents. The results of the research show that the 

overall service in making Unable Certificates for the Social Assistance Program in Bulakan 

Sub-District, Sukoharjo Subdistrict has an average level of service performance and an 

average level of service expectations which shows that the services provided are included in 

the category good. Based on the five dimensions of service quality, there is one dimension that 

is not optimal, namely the Responsiveness dimension. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara dengan 

kepadatan penduduk yang sangat tinggi. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik, pada tahun 2021 jumlah 

penduduk Indonesia sebanyak 273,8 juta 

jiwa sedangkan luas wilayah Indonesia 

seluas 1,9 juta km2. Indonesia adalah 

negara berkembang yang terus menerus 

berupaya melakukan perbaikan sistem 

birokrasi pemerintahan. Perbaikan 

sistem birokrasi menjadi salah satu 

bentuk upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. Kesejahteraan masyarakat di 

Indonesia sangat bergantung pada 

kemampuan mereka dalam 

mendapatkan akses dan untuk dapat 

menggunakan layanan publik. 

Menurut Kurniawan, pelayanan 

publik merupakan pemberian pelayanan 

(pemenuhan kebutuhan masyarakat) 

yang memiliki kepentingan pada 

organisasi tersebut sesuai dengan 

ketentuan pokok dan prosedur yang 

telah ditetapkan (Mahsyar dalam 

Rasdiana dan Riski Ramadani, 2021). 

Ukuran keberhasilan dalam 

penyelenggaraan pelayanan ditentukan 

berdasarkan tingkat kepuasan penerima 

layanan. Pelayanan bagi masyarakat 

menjadi suatu tujuan pemerintah untuk 

mensejahterakan masyarakat dan 

sebagai alat pemenuhan kebutuhan 

maupun harapan bagi masyarakat dan 

juga melaksanakan dan menjalankan 

pelaksanaan peraturan perundang-

undangan. 

Pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh aparatur 

pemerintah masih banyak dijumpai 

kelemahan dan kualitasnya belum sesuai 

dengan harapan masyarakat. Hal 

tersebut dapat dilihat dengan masih 

adanya keluhan dari masyarakat yang 

dapat menimbulkan citra negatif 

terhadap aparatur pemerintah. Pelayanan 

publik yang berkualitas dan mampu 

memberikan kepuasan kepada 

masyarakat menjadi kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh pemerintah. 

Kualitas pelayanan publik menjadi salah 

satu tolak ukur kinerja pemerintah. 

Fungsi pemerintah dan aparaturnya 

sebagai pelayan masyarakat (public 

service) merupakan salah satu tuntutan 

reformasi. Kualitas dalam pelayanan 

publik sebagai dasar awal terwujudnya 

perbaikan dalam memberikan pelayanan 

yang maksimal kepada masyarakat dan 

secara umum dapat menjadi nilai bagi 

munculnya rasa percaya terhadap pola 

hubungan antara pemerintah dengan 

masyarakat, sehingga pemerintah 

berkewajiban memberikan jaminan 

pelayanan yang maksimal terkait dengan 



2 
 

proses kegiatan pelayanan publik agar 

setiap masyarakat dapat memperoleh 

daya tanggap, kehandalan, kepastian, 

empati dan wujud dalam memberikan 

pelayanan sehingga dapat timbul rasa 

nyaman bagi masyarakat dalam proses 

pengelolaan administrasi. 

Pelayanan publik di Indonesia 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

yang dimaksudkan untuk memberikan 

kualitas pelayanan yang terbaik dari para 

aparatur pemerintah. Menurut Ibrahim, 

kualitas pelayanan adalah suatu kondisi 

dinamis mengenai produk, layanan, 

manusia, proses, dan lingkungan yang 

dimana penilaian kualitasnya ditentukan 

saat penyelenggaraan pelayanan publik 

tersebut (Hardiyansyah dalam Sani, 

2021). Menurut Zeithaml yang dikutip 

oleh Hardiansyah dalam buku “Kualitas 

Pelayanan Publik” (2018) 

mengemukakan terdapat lima dimensi 

pokok dalam menentukan kualitas 

pelayanan yang meliputi: Tangibles 

yaitu kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan eksistensinya pada 

pihak eksternal, Reliability adalah 

kecakapan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan sesuai dengan 

apa yang diberikan secara akurat dan 

terpercaya, Responsiveness yaitu suatu 

kemauan untuk membantu dan 

memberikan layanan yang cepat dan 

akurat kepada pelanggan, Assurance 

yaitu pengetahuan; kesopanan; dan 

kemampuan pegawai dalam 

menumbuhkan rasa percaya pelanggan 

kepada perusahaan, dan Empathy berarti 

menunjukkan perhatian individu yang 

tulus dan berusaha memahami 

kebutuhan pelanggan. Kualitas 

pelayanan menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan mutu kinerja yang harus 

memberikan kepuasan pada pelanggan. 

Apabila suatu instansi pemerintah dan 

lembaga mampu menerapkan standar 

kualitas tersebut, maka instansi 

pemerintah dan lembaga telah 

memberikan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat secara baik. Pemerintah 

sebagai pelaksana pelayanan publik 

senantiasa harus memberikan pelayanan 

yang maksimal pada berbagai sektor 

pelayanan. 

Hal tersebut membuktikan bahwa 

kualitas pelayanan perlu ditinjau mulai 

dari pelayanan yang paling dasar. 

Pelayanan dasar merupakan pelayanan 

publik yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara. 

Pelayanan yang paling dasar yang 

diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah dapat dilihat dari pelayanan 

yang ada di kelurahan. Kelurahan adalah 

unit pemerintahan terkecil setingkat 

dengan desa. Ditinjau dari sistem 

pemerintahan di Indonesia, kelurahan 
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menjadi tumpuan dari pemerintahan 

daerah yang secara langsung menangani 

masyarakat luas. Citra birokrasi dalam 

pemerintahan akan banyak ditentukan 

atas pelayanan publik tersebut. 

Pelayanan yang diselenggarakan oleh 

instansi kelurahan dapat mencakup 

layanan administrasi dasar seperti 

pelayanan pembuatan surat pengantar 

Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, 

SKTM (Surat Keterangan Tidak 

Mampu), surat tanah, surat kematian dan 

lainnya. 

Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) merupakan surat yang 

dikeluarkan dari pihak kelurahan/desa 

kemudian diketahui oleh camat bagi 

keluarga miskin (Gakin) untuk 

memperoleh keringanan dalam 

kehidupannya baik dari segi kesehatan, 

perekonomian, dan pendidikan. Adanya 

SKTM bertujuan supaya rakyat yang 

kurang mampu pada tingkat daerah 

suatu kelurahan atau desa dapat 

menerima donasi dari pemerintah secara 

merata dan tepat sasaran. Dalam 

pembuatan SKTM terdapat syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh calon 

penerima, yaitu membawa beberapa 

dokumen seperti KTP; KK; dan 

dokumen lainnya. Selain itu, untuk 

mendapatkan SKTM terdapat 14 kriteria 

kemiskinan dan suatu rumah tangga 

dikatakan miskin menurut Badan Pusat 

Statistik apabila minimal 9 dari 14 

kriteria tersebut terpenuhi. Kriteria 

tersebut antara lain terdiri atas: luas 

hunian kurang dari 8m2, jenis lantai dari 

tanah; bambu; dan kayu murah, latar 

belakang pendidikan, dan memiliki 

pendapatan lebih rendah dari Upah 

Minimum Regional (UMR). 

Salah satu kelurahan di Kecamatan 

Sukoharjo yaitu Kelurahan Bulakan 

yang menyediakan pelayanan 

administrasi dasar yang berpedoman 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 

Tahun 2005 tentang Kelurahan. 

Pelayanan administrasi dasar dibagi 

menjadi dua jenis pelayanan, yaitu: 

1. Pelayanan manajemen administrasi 

dasar yang berupa surat pengantar 

yang harus diikuti oleh sub bagian, 

meliputi: pengurusan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), pencatatan Kartu 

Keluarga (KK), akta kelahiran. 

2. Pelayanan diberikan langsung kepada 

masyarakat, meliputi: pengelolaan 

surat kematian dan membuat Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM). 

Pelayanan pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

ditinjau dari segi perekonomian pada 

tingkat kelurahan dapat dilihat dalam 

pembuatan Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM) pada Program Bantuan 

Sosial (Bansos). Bantuan sosial 

merupakan pemberian bantuan yang 



4 
 

sifatnya tidak secara terus menerus dan 

selektif dalam bentuk uang atau barang 

kepada masyarakat yang bertujuan untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Definisi bantuan sosial menurut 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

254/PMK.05/2015 tentang Belanja 

Bantuan Sosial pada Kementerian 

Negara/Lembaga adalah pengeluaran 

berupa transfer uang, barang atau jasa 

yang diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat miskin atau tidak mampu 

guna melindungi masyarakat dari 

kemungkinan terjadinya risiko sosial, 

meningkatkan kemampuan ekonomi 

dan/atau kesejahteraan masyarakat. 

Pelayanan pembuatan Surat Keterangan 

Tidak Mampu (SKTM) pada program 

bantuan sosial terdiri dari Program 

Indonesia Pintar (PIP), Program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-

KIS), dan Program Keluarga Harapan 

(PKH), dan Bansos Rastra/Bantuan 

Pangan Non Tunai. Program bantuan 

sosial merupakan komitmen pemerintah 

untuk mempercepat penanggulangan 

kemiskinan. 

Dalam memperoleh Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada 

Program Bantuan Sosial (Bansos) diatur 

oleh Kelurahan yang telah memiliki data 

kriteria sebagai penerima. Kelurahan 

sangat berpengaruh dalam keberhasilan 

pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) 

dikarenakan Kelurahan menjadi 

lembaga perwakilan pemegang data 

yang valid mengenai masyarakatnya 

yang berhak menerima bantuan. Oleh 

karena itu, kelurahan dapat menentukan 

mana masyarakat yang kurang mampu 

dan belum mendapat bantuan langsung 

dari pusat untuk menerima Bantuan 

Sosial (Bansos) sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

Kelurahan juga bertanggungjawab 

dalam pendistribusian Bantuan Sosial 

(Bansos) tersebut sebagai amanah dari 

pemerintah pusat supaya dapat sampai 

ke tangan masyarakat dan dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat 

tersebut. Kelurahan dituntut untuk dapat 

melancarkan pendistribusian melalui 

teknis penyaluran Bantuan Sosial 

(Bansos) dengan cepat dan tepat sasaran. 

Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin dalam 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 

 

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) Kelurahan Bulakan 2022. 

Dapat dilihat pada Gambar 1 bahwa 

dari keseluruhan penduduk di Kelurahan 

Bulakan Kecamatan Sukoharjo sebesar 

77%

23%

DTKS Non DTKS
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77% masuk dalam Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada 

Kelurahan Bulakan masih terdapat 

masyarakat kurang mampu dan 

pendapatan rata-rata dibawah Upah 

Minimum Regional (UMR), sedangkan 

jumlah bantuan yang diberikan tidak 

sepenuhya merata disebabkan lebih 

banyaknya jumlah penduduk kurang 

mampu yang membuat semua orang 

merasa berhak dalam mendapatkan 

Bantuan Sosial (Bansos) tersebut. Hal 

tersebut diperkuat dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Musria (2018) yang 

berjudul “Akuntabilitas Kinerja 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

Pelaksanaan Pelayanan bagi Masyarakat 

di Kelurahan Kota Matsum IV 

Kecamatan Medan Area” didapatkan 

hasil bahwa para penerima layanan 

SKTM sebagian besar dari masyarakat 

miskin, namun kenyataan yang terjadi di 

lapangan masih banyak masyarakat 

mampu yang memanfaatkan SKTM 

untuk tujuan tertentu. Penelitian tersebut 

menyatakan bahwa dalam satu sisi 

masyarakat miskin belum mengetahui 

tentang prosedur dalam pembuatan 

SKTM yang berakibat pada masyarakat 

yang menginginkan mengurus 

pembuatan SKTM merasa kebingungan. 

Dengan demikian, tuntutan akan 

kelayakan pelayanan sesungguhnya ada 

pada kelurahan. Penunjukan utama 

seorang warga negara akan dilihat dari 

identitas kependudukannya. Pelayanan 

yang tersedia di Kelurahan Bulakan 

Kecamatan Sukoharjo akan terlihat baik 

ketika menjadi penyedia yang dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakatnya 

dengan beberapa aspek yang dapat 

dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan 

uraian tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai kualitas 

pelayanan dalam pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada 

program Bantuan Sosial (Bansos), 

sehingga dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul “Kualitas Pelayanan 

dalam Pembuatan Surat Keterangan 

Tidak Mampu (SKTM) pada 

Program Bantuan Sosial (Bansos) di 

Kelurahan Bulakan Kecamatan 

Sukoharjo”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kualitas pelayanan dalam 

pembuatan Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM) pada Program Bantuan 

Sosial (Bansos) di Kelurahan Bulakan 

Kecamatan Sukoharjo berdasarkan 

dimensi tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan 

empathy?. 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan 

dalam pembuatan Surat Keterangan 

Tidak Mampu (SKTM) pada Program 

Bantuan Sosial (Bansos) di Kelurahan 
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Bulakan Kecamatan Sukoharjo 

berdasarkan dimensi tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, 

dan empathy. 

D. Teori 

1. Administrasi Publik 

Administrasi dalam arti luas 

didefinisikan sebagai kerjasama. 

Istilah administrasi mengacu pada 

kegiatan kerjasama yang dilakukan 

manusia atau sekelompok orang 

sehingga tercapai tujuan yang 

diharapkan. Kerjasama adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh sekelompok orang secara 

bersama-sama, teratur dan terarah 

berdasarkan pembagian tugas sesuai 

dengan kesepakatan bersama 

(Silalahi, 2010: 8). Istilah publik 

diambil dari Bahasa Inggris, yaitu 

“public” yang secara etimologis 

berasal dari Bahasa Latin, publicus 

yaitu untuk orang for populicus. 

Istilah populicus tersebut berasal 

dari kata populus yang berarti orang 

(people). Menurut Herbert Blumer, 

publik diartikan sebagai sekelompok 

orang yang dihadapkan pada suatu 

permasalahan dengan berbagai 

pendapat mengenai cara pemecahan 

persoalan tersebut, serta 

berpartisipasi pada diskusi mengenai 

masalah tersebut. 

 Menurut Nicholas Henry 

dalam buku teori Administrasi 

Publik karangan Harbani Pasolong 

(2010: 8), mengartikan administrasi 

publik sebagai kombinasi antara 

teori dan praktik pelaksanaan 

hubungan pemerintah dan 

masyarakat dalam mendorong 

kebijakan publik supaya lebih 

responsif terhadap kebutuhan 

Masyarakat. Administrasi publik 

berkaitan dengan penduduk, 

masyarakat, dan warga negara. 

Administrasi publik juga 

berhubungan dengan lembaga 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif 

serta yang berhubungan dengan 

penerima layanan yaitu masyarakat 

yang didalamnya mencakup 

kebijakan publik, manajemen 

publik, dan bantuan kepada 

penyelenggara negara. 

 Paradigma administrasi 

publik diawali dengan Old Public 

Administration (OPA). Paradigma 

Paradigma ini merupakan paradigma 

yang berkembang pada awal 

kelahiran ilmu administrasi negara. 

Adanya kritik mengenai teori-teori 

administrasi klasik menyebabkan 

adanya pembaruan di dalam 

penyelenggaraan administrasi 

publik, sehingga berdampak 

terjadinya perubahan dan 
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memunculkan konsep baru yang 

dikenal dengan istilah New Public 

Management (NPM). Konsep NPM 

pada awalnya ingin mengemukakan 

pandangan baru yang dapat 

mencerahkan konsep ilmu 

administrasi. Khusus konsep NPM 

biasanya berlaku untuk kegiatan 

bisnis dan sektor privat. Inti dari 

konsep NPM yaitu untuk 

memberikan perubahan pada kinerja 

yang berlaku di dalam sektor privat 

dan bisnis ke sektor publik. Setelah 

konsep dari Denhardt mengenai Old 

Public Administration (OPA) dan 

New Public Management (NPM), 

maka konsep yang ketiga adalah 

New Public Service (NPS). Secara 

umum, alur pikir NPS bertentangan 

dengan paradigma-paradigma 

sebelumnya (OPA dan NPM). Dasar 

teoritis paradigma NPS 

dikembangkan atas dasar teori 

demokrasi, dengan lebih menghargai 

perbedaan, partisipasi dan hak asasi 

warga negara. Pada paradigma NPS, 

konsep kepentingan publik 

merupakan hasil pembahasan 

berbagai nilai yang ada di tengah 

kehidupan masyarakat. Berdasarkan 

berbagai pendapat ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa administrasi 

publik merupakan ilmu yang 

mempelajari organisasi dan 

manajemen pemerintahan untuk 

mencapai tujuan negara. Dalam 

adminstrasi publik terjadi paradigma 

administrasi publik mulai dari OPA, 

NPM dan NPS. NPS merupakan 

paradigma terakhir yang sesuai 

untuk diterapkan di Indonesia 

dengan tujuan untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada 

masyarakat. 

2. Manajemen Publik 

Menurut Stoner (dalam Santoso dan 

Suwitri, 2018), manajemen 

merupakan suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha-

usaha para pelaku organisasi dan 

pemanfaatan sumber daya organisasi 

lainnya agar tujuan yang sudah 

dirancang sebelumnya dapat 

tercapai. Menurut Hughes (dalam 

Sudarmanto dkk, 2020), manajemen 

publik adalah keterlibatan organisasi 

untuk mencapai tujuan dengan 

efisiensi maksimum dan 

bertanggungjawab untuk 

memperoleh hasil. Selain itu, 

menurut Shafritz dan Russel (dalam 

Sudarmanto dkk, 2020), 

mendefinisikan manajemen publik 

adalah pemanfaatan sumberdaya 

dalam mengelola suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan organisasi. 
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 Saat ini penggunaan unsur 

manajemen menjadi unsur utama 

yang penting dalam pelaksanaan 

lembaga baik dalam sektor privat 

maupun pada sektor publik seperti 

instansi pemerintah. Adanya 

manajemen di sektor publik tidak 

mengubah pencapaian target dan 

pelaksanaan tujuan di lembaga 

menjadi seperti sektor swasta. 

 Dari uraian tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa 

manajemen publik adalah penelitian 

interdisipliner yang merupakan 

turunan dari ilmu administrasi 

publik, yang memadupadankan 

antara aspek rencana, manajemen, 

dan pengendalian dalam mengatur 

permintaan masyarakat. 

3. Pelayanan Publik 

Menurut Kotler (dalam Putro dkk, 

2014), mengartikan pelayanan 

sebagai suatu tindakan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain. Menurut Sinambela 

(dalam Hannaria Siregar & Imanuel 

Jaya, 2023), pelayanan publik adalah 

pemberian pelayanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok dan prosedur yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan Keputusan 

Menpan Nomor 63 Tahun 2003 

tentang Pelayanan Publik, publik 

adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh 

penyelenggaraan pelayananan 

publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundangan. Menurut 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik 

menjelaskan bahwa pelayanan 

publik merupakan rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk 

mencakup barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik.  

 Hasil dari beberapa teori yang 

telah dikemukakan tentang 

pelayanan publik tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan 

publik berpusat pada kepuasan 

masyarakat yang dilayani. 

4. Kualitas Pelayanan 

Dalam memberikan pelayanan harus 

memperhatikan kualitas standar dan 

sesuai dengan ekspektasi masyarakat 

sebagai penerima layanan. Hal 

tersebut bertujuan agar kebutuhan 

dan keinginan masyarakat terhadap 

pelayanan dapat terpenuhi dengan 
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baik. Menurut Lovelock-Wright 

(Rohaeni dan Marwa, 2018) 

mendefinisikan kualitas pelayanan 

merupakan tingkat keunggulan 

produk maupun jasa yang 

diharapkan mampu memenuhi 

kemauan konsumen. 

 Menurut Zeithaml yang 

dikutip oleh Hardiansyah dalam 

buku “Kualitas Pelayanan Publik” 

(2018: 63), ada lima dimensi pokok 

untuk menentukan kualitas 

pelayanan, yaitu: 

1. Tangibles (Bukti Fisik) 

Bukti fisik merupakan 

penampilan secara fisik dari 

perusahaan penyedia layanan 

dalam mengekspos eksistensinya 

kepada pihak eksternal. Bukti 

fisik dapat ditunjukkan dengan 

penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasarana serta 

keadaan lingkungan, yaitu 

fasilitas fisik; perlengkapan yang 

digunakan; dan penampilan 

pegawai. 

2. Reliability (Kehandalan) 

Kehandalan merupakan 

kemampuan secara akurat 

perusahaan penyelenggara 

pelayanan publik dalam 

memberikan pelayanan sesuai 

dengan janjinya. Kemampuan 

perusahaan harus memenuhi 

harapan pengguna, seperti: 

ketepatan waktu, pelayanan yang 

sama, sikap simpatik, serta 

kecermatan dan ketelitian tinggi. 

3. Responsiveness (Ketanggapan) 

Ketanggapan adalah bentuk 

kesanggupan penyedia layanan 

untuk membantu pengguna 

dengan cepat dan tepat. 

4. Assurance (Jaminan) 

Jaminan adalah kemampuan 

perusahaan penyedia layanan 

untuk menciptakan rasa 

kepercayaan para pengguna 

terkait jaminan, yaitu 

kredibilitas, keamanan, 

kompetensi, komunikasi serta 

sopan santun. 

5. Empathy (Empati) 

Perhatian individu adalah 

memberikan perhatian yang tulus 

terhadap tindakan-tindakan yang 

diberikan kepada pengguna. 

Perusahaan penyedia layanan 

dapat memiliki pengetahuan 

tentang pengguna serta 

menguasai kebutuhan pengguna 

dengan baik. 

 Berdasarkan pendapat para 

ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan 

merupakan suatu bentuk kegiatan 

yang dilakukan perusahaan penyedia 

layanan kepada pengguna dengan 
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menciptakan produk atau jasa yang 

dapat memenuhi kebutuhan serta 

keinginan pengguna sehingga 

pengguna mendapatkan pelayanan 

yang berkualitas. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian 

kuantitatif deskriptif. Data diperoleh dari 

hasil wawancara, kuesioner, dan obervasi. 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan 

Bulakan Kecamatan Sukoharjo. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh pengunjung 

yang mendapatkan pelayanan di Kelurahan 

Bulakan Kecamatan Sukoharjo, sedangkan 

sampelnya adalah seluruh pengunjung yang 

pernah menerima pelayanan dalam 

pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) pada program Bantuan Sosial 

(Bansos). Pengumpulan data menggunakan 

non probability sampling. Besar sampel 

sejumlah 96 responden dan menggunakan 

purposive sampling untuk pengambilan 

sampel.  

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Identifikasi 

Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap 96 orang responden 

di Kelurahan Bulakan Kecamatan 

Sukoharjo melalui kuesioner. 

 

2. Uji Validitas 

 

Berdasarkan pada Tabel 2 dapat dilihat 

bahwa masing-masing item pertanyaan 
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dalam kinerja mempunyai r hitung > r 

tabel, N = 94 (96-2) taraf signifikan 5% 

(0,2006) dan bernilai positif, maka butir 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

 

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat dilihat 

bahwa masing-masing item pertanyaan 

dalam harapan pelayanan mempunyai r 

hitung > r tabel, N = 94 (96-2) taraf 

signifikan 5% (0,2006) dan bernilai 

positif, maka butir pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid. 

3. Uji Reliabilitas 

 

Berdasarkan Berdasarkan pada Tabel 4 

dapat dilihat bahwa semua variabel 

memiliki Cronbach Alpha di atas 0,60, 

maka dapat dikatakan seluruh dimensi 

pengukuran setiap variabel kuesioner 

reliabel dan seluruh item setiap dimensi 

variabel layak digunakan sebagai alat 

ukur. 

 

Berdasarkan Berdasarkan pada Tabel 5 

dapat dilihat bahwa semua variabel 

memiliki Cronbach Alpha di atas 0,60, 

maka dapat dikatakan seluruh dimensi 

pengukuran setiap variabel kuesioner 

reliabel dan seluruh item setiap dimensi 

variabel layak digunakan sebagai alat 

ukur. 

4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Gambaran mengenai variabel-variabel 

penelitian disajikan dalam tabel statistik 

deskriptif masing-masing variabel yang 

menunjukkan persentase skala sikap 

responden dan nilai rata-rata. 

1) Tanggapan responden tentang 

dimensi pelayanan tangible. 
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2) Tanggapan responden tentang 

dimensi pelayanan reliability. 

 

3) Tanggapan responden tentang 

dimensi pelayanan responsiveness. 

 

4) Tanggapan responden tentang 

dimensi pelayanan assurance. 

 

 

 

 

 

 

5) Tanggapan responden tentang 

dimensi pelayanan empathy. 

 

5. Importance Performance Analysis 
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Pembahasan 

1. Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

pada Program Bantuan Sosial 

(Bansos) di Kelurahan Bulakan 

Kecamatan Sukoharjo pada dimensi 

tangible. 

Tangible adalah sarana fisik kelurahan, 

ruangan, meja, dan tempat duduk. 

Dalam dimensi ini setiap proses 

penyelenggaraan pelayanan harus 

tampak atau secara fisik dapat terlihat 

jelas sehingga penerima layanan dapat 

melihat dengan jelas serta memberikan 

penilaian terhadap proses 

penyelenggaraan pelayanan yang 

diterima. 

 Kualitas pelayanan pada dimensi 

tangible sudah baik sesuai dengan 

kepentingan atau harapan penerima 

pelayanan yang terlihat dari 

kelengkapan fasilitas pelayanan, 

kebersihan dan kenyamanan tempat, 

penampilan petugas, dan penataan 

fasilitas ruangan. 

2. Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

pada Program Bantuan Sosial 

(Bansos) di Kelurahan Bulakan 

Kecamatan Sukoharjo pada dimensi 

reliability. 

Reliability yakni penyelenggara 

pelayanan harus mampu melaksanakan 

pelayanan dan memenuhi kebutuhan 

pelayanan secara handal yang mencakup 

kemampuan petugas maupun tentang 

kejelasan standar pelayanan. Kualitas 

pelayanan dari aspek reliability sudah 

baik, dilihat dari kejelasan standar 

pelayanan, kecermatan petugas dalam 

melayani, kemampuan dan petugas 

mengoperasikan alat bantu dalam proses 

pelayanan. 

3. Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

pada Program Bantuan Sosial 

(Bansos) di Kelurahan Bulakan 

Kecamatan Sukoharjo pada dimensi 

responsiveness. 

Responsiveness menjadi salah satu 

dimensi yang dapat digunakan dalam 

mengetahui bagaimana kualitas 

pelayanan yang diberikan. 

Responsiveness mengacu pada kemauan 

dan kesediaan petugas pelayanan dalam 

memberikan pelayanan yang dibutuhkan 

oleh penerima pelayanan. 

Kualitas pelayanan dari dimensi 

responsiveness yang diberikan belum 

berjalan dengan baik. Hal tersebut 

disebabkan karena kecepatan dan 

ketepatan petugas dalam pelayanan dan 

kejelasan dalam pemberian informasi 

belum sesuai dengan tingkat 

kepentingan atau harapan penerima 

pelayanan. 
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4. Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

pada Program Bantuan Sosial 

(Bansos) di Kelurahan Bulakan 

Kecamatan Sukoharjo pada dimensi 

assurance. 

Assurance merupakan pemberian 

jaminan pelayanan yang diberikan oleh 

penyelenggara pelayanan kepada 

penerima pelayanan. Jaminan tersebut 

dapat meliputi jaminan biaya dan 

jaminan waktu pelayanan. Dengan 

adanya hal tersebut, maka penerima 

pelayanan dapat menilai bagaimana 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

petugas pelayanan. 

Kualitas pelayanan dari aspek 

assurance sudah berjalan dengan baik. 

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

jaminan pelayanan tepat waktu, jaminan 

legalitas dalam pelayanan, dan jaminan 

kepastian biaya pelayanan yang sudah 

sesuai dengan tingkat kepentingan atau 

harapan penerima pelayanan. 

5. Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

pada Program Bantuan Sosial 

(Bansos) di Kelurahan Bulakan 

Kecamatan Sukoharjo pada dimensi 

empathy. 

Dalam dimensi empati dapat mencakup 

kemudahan dalam melakukan hubungan 

antara penyelenggara pelayanan dengan 

penerima pelayanan, komunikasi yang 

baik, dan memahami kebutuhan 

penerima pelayanan. Kualitas pelayanan 

pada dimensi empathy sudah berjalan 

dengan baik sesuai dengan kepentingan 

atau harapan penerima pelayanan yang 

terlihat dari petugas yang mendahulukan 

kepentingan pengunjung, melayani 

dengan sikap ramah; sopan dan santun; 

menghargai, dan tanpa diskriminatif. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

kelima dimensi kualitas pelayanan terdapat 

empat dimensi pelayanan yang sudah 

berjalan dengan baik, meliputi: dimensi 

tangible, reliability, assurance, dan 

empathy. Sedangkan dimensi pelayanan 

yang belum berjalan dengan baik adalah 

dimensi empathy. 

 

SARAN 

Kualitas pelayanan yang belum optimal 

dapat ditingkatkan melalui pendekatan 

individu dengan penerima layanan 

sehingga dapat terjadi hubungan emosional 

yang baik dengan penerima pelayanan. 

1. Memperbaiki cara penyampaian 

informasi kepada penerima pelayanan 

sehingga informasi yang diterima mudah 

untuk dipahami. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan bahasa 
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yang jelas dan mudah dipahami, 

memperhatikan tempo pengucapan, 

memberikan penjelasan yang memadai, 

fokus terhadap informasi penting, dan 

memberikan kesempatan untuk bertanya 

kepada penerima pelayanan. 

2. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan 

dalam pelaksanaan proses pelayanan. 

Meningkatkan kecepatan dapat 

dilakukan dengan cara segera 

memproses pelayanan dan merespon 

apabila terdapat keluhan dari penerima 

pelayanan. Sedangkan ketepatan dapat 

dilakukan dengan pemberian informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan 

pengunjung, memasukkan data dengan 

baik dan benar, dan melakukan proses 

pelayanan tidak melebihi dari standar 

waktu yang telah ditetapkan. 
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